
 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BAB II 

KONSEP HUKUM MENURUT ALIRAN SOSIOLOGICAL 

JURISPRUDENCE 

 

A. Pengertian dan Latar Belakang Munculnya Aliran Sosiological 

Jurisprudence 

Sosiological Jurisprudence merupakan salah satu dari aliran filsafat 

hukum yang mencoba memahami hakikat terdalam dari hukum. Tumbuhnya 

berbagai aliran filsafat hukum tersebut merupakan hasil dari dialektika 

pemikiran hukum yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. 

Apabila masa lalu, filsafat hukum merupakan produk sampingan dari para 

filsuf, dewasa ini kedudukannya tidak lagi demikian karena masalah-masalah 

filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri bagi para ahli hukum
1
. 

 Aliran sosiological jurisprudence dapat dikatakan sebagai salah 

satu aliran dari berbagai pendekatan. Aliran ini tumbuh dan berkembang di 

amerika, dan dipelopori oleh Roscoe Pound dengan karya-karyanya yang 

terkenal seperti Scope and Purpose of sosiological jurisprudence (1912), 

Outline of Lectures on Jurisprudence (1903), The Spirit of Common Law 

(1921), An Introduction to the Philosophy of Law (1922), The Task of Law 

(1944), Interpretation of Legal History (1923), dan lain-lain. Tokoh lainnya 

antara lain Benjamin Cordozo dan Kantorowics.
2
 

                                                           
1
 Darji Darmodiharjo, Pokok-Pokok filsafat Hukum; Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum 

Indonesia (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1996), 101.  
2
 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2002), 

65. 
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Ajaran sosiological jurisprudence dapat digolongkan aliran-aliran 

sosiologis di bidang hukum yang dibenua eropa dipelopori oleh seorang ahli 

hukum bangsa Austria bernama Eugen Ehrlich (1826-1922), yang pertama 

menulis tentang hukum dipandang dari sudut sosiologis dengan judul 

Grundlegung der Soziologie des Recht, yang diterjemahkan kedalam bahasa 

inggris oleh Walter L Moll : Fundamenstal Prinsiples of the Sosiology of Law 

pada tahun 1936.
3
 

Sosiological jurisprudence dalam istilah lain disebut juga 

Functional anthropological (metode fungsional). Penyebutan ini dilakukan 

untuk menghindari kerancuan antara sosiological jurisprudence dan sosiologi 

hukum (the Sosiology of Law).
4
 Walaupun keduanya sama-sama membahas 

kajian tentang hukum, akan tetapi memiliki perbedaan. sosiological 

jurisprudence merupakan cabang dari filsafat hukum sedangkan sosiology of 

Law adalah cabang dari sosiologi.
5
  

Selain itu walaupun obyek kajian keduanya adalah hubungan 

timbal balik antara hukum dan masyarakat, akan tetapi pendekatan yang 

digunakan berbeda. sosiological jurisprudence menggunakan pendekatan 

hukum ke masyarakat, sedangkan sosiology of Law menggunakan pendekatan 

dari masyarakat ke hukum.
6
      

                                                           
3
 Ibid.  

4
 Darmodiharjo, Pokok-Pokok, 126. 

5
 Rasjidi, Pengantar, 66. 

6
 Lili Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum; Apakah Hukum itu? (Bandung: Remadja Karya, 1988), 

55. 
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Perbedaan yang mencolok antara kedua hal tersebut adalah, bahwa 

sosiologi of law berusaha menciptakan suatu ilmu mengenai kehidupan sosial 

sebagai suatu keseluruhan dan pembahasannya meliputi bagian terbesar dari 

sosiologi secara umum dan ilmu politik. Titik berat penyelidikannya terletak 

pada masyarakat dan hukum sebagai suatu manifestasi semata, sedangkan 

sosiological jurisprudence menitikberatkan pada hukum dan memandang 

masyarakat dalam hubungannya dengan hukum.
7
 

Sebagai salah satu alira dari filsafat hukum, pemikiran sosiological 

jurisprudence  tentang hukum tidak muncul dari ruang hampa. Pemikiran  

aliran ini merupakan dialektika dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya 

yang mencoba menjawab hakikat hukum, diantaranya adalah aliran hukum 

alam, positivisme hukum, utilitarianisme dan mazhab sejarah. Untuk itu perlu 

dijelaskan inti pemikiran dari aliran-aliran tersebut, agar dapat memberikan 

penjelasan tentang latar belakang pemikiran aliran sosiological jurisprudence. 

Ajaran hukum alam atau disebut juga dengan hukum kodrat 

memberikan pengertian bahwa hukum adalah hukum yang berlaku universal 

dan abadi, cita-cita dari hukum alam adalah menemukan keadilan yang 

mutlak (absolute justice). Hukum alam ada yang bersumber dari Tuhan  

(irasional), dan ada yang bersumber dari akal manusia. Pemikiran hukum 

alam yang berasal dari Tuhan dikembangkan oleh para pemikir skolastik pada 

abad pertengahan seperti Thomas aquino, Gratianus, John Salisbury, Dante, 

                                                           
7
 Darmodiharjo, Pokok-Pokok, 126. 
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Piere Dubois dan lain-lain. Sedangkan para pendasar dari ajaran hukum alam 

yang bersumber dari akal manusia adalah Hugo De Groot, Grotius, Christian 

Thomasius, Immanuel Kant, Fichte, Hegel, dan Rudolf Stammler.
8
 

Hukum alam juga dapat dilihat sebagai metode atau sebagai 

substansi. Hukum alam sebagai metode adalah yang tertua yang dapat 

dikenali sejak zaman yang kuno sekali, sampai kepada permulaan abad 

pertengahan. Ia memusatkan dirinya pada usaha untuk menciptakan 

peraturan-peraturan yang mampu untuk menghadapi keadaan yang berbeda-

beda. Dengan demikian ia tidak mengandung norma-norma sendiri, 

melainkan hanya memberitahu tentang bagaimana membuat peraturan yang 

baik.
9
 

Hukum alam sebagai substansi (isi) berisikan norma-norma. 

Peraturan-peraturan dapat diciptakan dari asas-asas yang mutlak yang lazim 

dikenal sebagai peraturan hak-hak asasi manusia. ciri hukum alam seperti ini 

merupakan ciri dari abad ke-17 dan ke-18, untuk kemudian pada abad 

berikutnya digantikan oleh ajaran positivisme hukum.
10

 

Berbeda dengan hukum alam yang memandang penting hubungan 

antara hukum dan moral, aliran hukum positif justru menganggap bahwa 

keduanya merupakan dua hal yang harus dipisahkan. Di dalam aliran ini ada 

dua sub aliran yang terkenal yaitu aliran hukum positif analitis yang 

                                                           
8
 Sukarno Aburarea, Filsafat Hukum Teori dan Praktik (Jakarta: Kencana, 2014), 94-95. 

9
 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2006), 260. 

10
 Ibid. 
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dipopulerkan oleh John austin, dan aliran hukum murni yang dipelopori oleh 

Hans Kelsen. 

Menurut aliran hukum positif analitis, hukum adalah a command of 

law givers
11

 (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa), yaitu 

suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang 

memegang kedaulatan. Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, 

tetap dan bersifat tertutup (closed logical system)
12

. Hukum secara tegas 

dipisahkan dari moral, dari hal yang berkaitan dengan keadilan, dan tidak 

didasarkan pada pertimbangan atau penilaian baik dan buruk. 

Menurut John Austin ada empat unsur penting untuk dinamakan 

sebagai sebuah hukum, yaitu : perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.
13

 

Ketentuan-ketentuan yang tidak mengandung keempat unsur tersebut 

bukanlah merupakan hukum positif melainkan hanyalah sebagai moral 

positif. Keempat unsur itu kaitannya antara satu denga  lainnya dapat 

dijelaskan sebagai berikut: unsur perintah berarti bahwa satu pihak 

menghendaki orang lain melakukan kehendaknya, pihak yang diperintah akan 

mengalami penderiataan jika perintah itu tidak dijalankan atau ditaati. 

Perintah itu merupakan pembedaan kewajiban terhadap yang diperintah, dan 

yang terakhir ini dapat terlaksana jika yang memerintah itu adalah pihak yang 

berdaulat.
14

 

                                                           
11

 Darmodiharjo, Pokok-Pokok filsafat Hukum, 113. 
12

 Abdul Ghafur Anshori, Filsafat Hukum (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), 93. 
13

 Ibid., 96. 
14

 Rasjidi, Pengantar, 57. 
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Sedangkan konsep hukum murni yang digagas oleh hans kelsen 

adalah sebagai berikut :
15

 

1. Tujuan teori tentang hukum, sama seperti ilmu adalah untuk mengurangi 

kekalutan dan meningkatkan kesatuan (unity) 

2. Teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak, keinginan. Ia adalah 

pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang 

seharusnya ada.  

3. Ilmu hukum adalah normatif, bukan ilmu alam. 

4. Sabagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak berurusan 

dengan persoalan efektifitas norma-norma hukum. 

5. Suatu teori tentang hukum adalah formal, suatu teori tentang cara 

pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola kyang 

spesifik. 

6. Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu 

adalah seperti hukum yang mungkin dan hukum yang ada. 

Dari dasar-dasar yang terinci tersebut di atas yang dikatakan 

sebagai hukum murni adalah karena hukum harus dibersihkan dari anasir-

anasir yang tidak yuridis, yaitu anasir etis, sosiologis, politis, dan historis. 

Hukum itu adalah sebagaimana adanya, yaitu terdapat dalam berbagai 

                                                           
15

 Ibid., 58. 
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peraturan ada. Oleh karena itu yang dipersoalkan bukanlah bagaimana hukum 

itu seharusnya melainkan apa hukumnya.
16

  

Dari dasar di atas dikatakan pula bahwa ilmu hukum adalah 

normatif. Ini berarti bahwa menurut pandangan kelsen, hukum itu berada 

dalam dunia sollen, dan bukan dalam dunia sein. Sifatnya adalah hipotesis, 

lahir karena kemauan dan akal manusia. 

Aliran berikutnya adalah Utilitarianisme, yaitu aliran yang 

meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini 

diartikan sebagai kebahagiaan (happiness). Jadi baik buruk atau adil tidaknya 

suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan 

kepada manusia atau tidak. Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukkan 

ke dalam positivisme hukum, mengingat faham ini pada akhirnya sampai 

pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban 

masyarakat, disamping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 

kepada jumlah orang yang terbanyak. Ini berarti hukum merupakan 

pencerminan perintah penguasa juga, bukan pencerminan dari rasio semata. 

Pendukung utilitarianisme yang paling penting adalah Jeremy Betham, John 

Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering.
17

 

Aliran yang menjadi penentang dari positivisme hukum adalah 

mazhab sejarah. Aliran ini muncul karena reaksi terhadap tiga hal yaitu:
18

 

                                                           
16

 Ibid., 60. 
17

 Darmodiharjo, Pokok-Pokok,  116-117. 
18

 Ibid., 121-122. 
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1. Rasionalisme abad ke-18 yang didasarkan atas hukum alam, kekuatan 

akal, dan prinsip-prinsip dasar yang semuanya berperan pada filsafat 

hukum, dengan mengandalkan cara berpikir deduktif tanpa 

memperhatikan fakta sejarah, kekhususan, dan kondisi nasional. 

2. Semangat revolusi Perancis yang menentang wewenang tradisi dengan 

misi kosmopolitannya yaitu kepercayaan kepada rasio dan daya kekuatan 

tekad manusia untuk mengatasi lingkungannya, yaitu seruan ke segala 

penjuru dunia. 

3. Larangan terhadap hakim dalam menafsirkan undang-undang. Karena 

undang-undang dianggap dapat memecahkan semua masalah hukum. 

Code civil dinyatakan sebagai kehendak legislatif dan harus dianggap 

sebagai suatu sistem hukum yang harus disimpan dengan baik sebagai 

sesuatu yang suci karena berasal dari alasan-alasan yang murni. 

Selain ketiga alasan di atas mazhab sejarah juga timbul karena 

adanya kodifikasi hukum di jerman yang diusulkan oleh Thibaut
19

. 

Menurutnya hukum yang berdasarkan sejaran itu sukar untuk diselidiki, 

sedangkan jumlah sumbernya bertambah banyak sepanjang masa, sehingga 

hilanglah keseluruhan gambaran darinya. Karena itulah harus diadakan 

perubahan yang tegas dengan jalan penyusunan undang-undang dalam 

kitab.
20

 

                                                           
19

 Thibaut (1772-1840) adalah seorang guru besar pada universitas Heidelberg di Jerman, pada 

tulisannya yang terbit pada tahun 1814  berjudul uber die Notwendigkeit eines allegemeinen 

burgelichen recht fur deutchland (tentang keharusan suatu hukum perdata bagi Jerman).   
20

 Ibid. 
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Mazhab sejarah juga timbul sejalan dengan gerakan nasionalsime 

di eropa. Jika sebelumnya para ahli hukum memfokuskan perhatiannya pada 

individu, penganut mazhab sejarah sudah mengarah pada bangsa, tepatnya 

jiwa bangsa (Volksgeist.) tokoh-tokoh penting mazhab sejarah adalah von 

Savigny, Puchta, dan Henry Sumner Maine
21

. 

Von Savigny menganalogikan timbulnya hukum seperti timbulnya 

bahasa suatu bangsa. Masing-masing bangsa memiliki ciri khusus dalam 

berbahasa. Hukumpun demikian, karena tidak ada bahasa yang universal, 

tidak ada pula hukum yang universal. Pandangan ini menolak pemikiran 

hukum alam yang menganggap hukum bersifat universal. 

Menurut Savigny hukum timbul bukan karena perintah penguasa 

atau karean kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam 

jiwa bangsa (instinktif). Jiwa bangsa (Volksgeist) itulah yang menjadi sumber 

hukum seperti yang diungkapkannya, “Law is an expression of the common 

consciousness or spirit of people”. Hukum tidak dibuat tetapi ia tumbuh dan 

berkembang bersama masyarakat (Das recht wird nicht gemacht, es ist und 

wird dem volke). Pendapat ini bertolak belakang dengan pandangan 

positivisme hukum.
22

 

Keberadaan aliran-aliran di atas menjadi sebab timbulnya aliran 

sosiological jurisprudence. Menurut aliran ini hukum yang baik adalah 

hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dimasyarakat. Aliran ini 

                                                           
21

 Ibid., 123. 
22

 Ibid. 
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memisahkan secara tegas antara hukum positif (the positive law) dan hukum 

yang hidup (the living law). Aliran ini timbul dari proses dialektika antara 

thesis positivisme hukum, dan antitesis mazhab sejarah. Sebagaimana telah 

dijelaskan di atas bahwa positivisme hukum memandang bahwa hukum 

adalah perintah yang diberikan oleh penguasa (law is a command of 

lawgiver), sebaliknya mazhab sejarah menyatakan hukum timbul dan 

berkembang bersama masyarakat. Aliran pertama mementingkan akal 

sedangkan aliran yang kedua lebih mementingkan pengalaman, sedangkan 

aliran sosiological jurisprudence menganggap keduanya sama pentingnya.
23

      

B. Tokoh dan Pemikiran Aliran Sosiological Jurisprudence 

Aliran Sosiological Jurisprudence memiliki beberapa tokoh yang banyak 

menyumbangkan pemikira tentang ilmu hukum sosiologis, akan tetapi yang 

akan dibahas dalam penelitian ini hanya tiga tokoh. Pembatasan ini dilakukan 

agar penelitian ini tidak terlalu luas dan menurut penulis ketiga tokoh tersebut 

mampu merepresentasikan inti pemikiran dari aliran sosiological 

jurisprudence. Ketiga tokoh tersebut adalah Eugen Ehrlich, Roscoe Pound, 

dan Benjamin N. Cordozo. 

1. Eugen Ehrlich 

Eugen Ehrlich adalah seorang ahli hukum yang lahir di 

Czernowitz sekarang dikenal dengan Chernivtsi Ukraina pada 1862. 

Daerah Czernowitz dahulu dikenal sebagai bagian dari provinsi Bukovina, 

                                                           
23

 Ibid., 126-127. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36 
 

kerajaan Austo-Hungarian. Oleh sebab itu dia dapat dikatakan sebagai 

seorang berkebangsaan Austria.
24

 

Masa kecilnya turut memberikan pengalaman yang khas dalam 

pemikiran hukumnya. Budaya hukum Bukovina diwarnai oleh hukum 

Austria dan kebiasaan setempat, telah meninggalkan sebuah gugatan 

pemikiran terhadap Hans Kelsen yang mengenalkan adanya hirarki norma 

hukum pada 1922.
25

 

Studi Eugen Ehrlich tentang sosiologi hukum mempunyai ciri 

yang berbeda. Tidak seperti studi Max Weber, ia bernaksud untuk 

membuktikan teori bahwa : titik berat perkembangan hukum tidak terletak 

dalam perundang-undangan juga tidak dalam keputusan pengadilan 

maupun dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum, tetapi dalam 

masyarakat itu sendiri.
26

  

Ehrlich mulai dengan satu pertanyaan apakah supermasi hukum 

dari kekuasaan atau adat kebiasaan. Dalam soal ini ia sangat sepaham 

dengan Savigny. Tetapi konsep mistis mengenai Volksgeist yang 

ditafsirkan oleh aliran historis dalam pengertian masa lampau, ia 

memasukkan gagasan yang realistis dan khas tentang fakta-fakta hukum 

(Rechtstatsachen) dan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Ia juga 

                                                           
24

 Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang, Pengantar ke Filsafat hukum (Jakarta: 

Kencana, 2008), 105. 
25

 Ibid. 
26

 W. Friedmann, Teori dan Filsafat hukum; Idealisme Filosofis dan Problema keadilan, jilid II 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 104 
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memberi sumbangan yang penting terhadap metode hukum secara 

sosiologis.
27

 

Ehrlich bertolak dari ide masyarakat. Menurut pendapatnya 

masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk membedakan 

semua hubungan sosial, yakni keluarga, desa, lembaga sosial, negara, 

bangsa, sistem ekonomi dunia dan sebagainya. Dalam konteks ini 

hubungan sosial berarti, bahwa orang dikumpulkan dalam suatu kesatuan 

yang lebih tinggi, yang berwibawa atas mereka. Ia juga memandang 

semua hukum sebagai hukum sosial, dalam arti semua hubungan hukum 

ditandai oleh faktor sosial-ekonomi. Sistem ekonomi yang digunakan 

dalam produksi, distribusi dan konsumsi bersifat menentukan bagi 

pembentukan hukum.
28

    

Dari pandangan tersbut tampak bahwa Ehrlich adalah pengikut 

naturalisme, yang memandang bahwa semua gejala alam dilihat dari 

seperti benda-benda alam, dan hubungan antara gejala-gejala itu dianggap 

bersifat alamiah. Oleh karena itu Ehrlich menyangkal sifat normatif 

hukum. hukum merupakan kenyataan saja, sama seperti gejala benda 

dunia. Jadi norma-norma hukum berasal dari kenyataan, dan tidak 

melebihi kenyataan itu. Kenyataan yang melahirkan hukum menyangkut 

hidup bermasyarakat, hidup sosial.
29

 

                                                           
27

 Ibid. 
28

 Theo Huijibers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 213.  
29

 Ibid. 
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Titik pokok dalam pendekatan Ehrlich adalah bahwa ia 

meremehkan perbedaan-perbedaan antara hukum dan norma-norma sesial 

lainnya yang bersifat memaksa. Menurutnya perbedaan itu adalah nisbi 

dan lebih kecil dari apa yang biasanya dinyatakan, karena sifat memaksa 

yang pokok di dalam hukum tidak berbeda dengan norma-norma sosial 

lainnya, adalah paksaan sosial bukan kekuasaan negara. Kepatuhan suku 

dan keluarga pada agama memberikan alasan-alasan untuk mentaati 

norma-norma sosial, termasuk sebagian besar norma-norma hukum.
30

 

Banyak norma-norma hukum yang tidak pernah diungkapkan 

dalam ketentuan-ketentuan hukum, bahkan juga dalam sistem-sistem yang 

berkembang. Denga kata lain hukum jauh lebih luas daripada peraturan-

peraturan hukum. Negara hanya satu dari banyak asosiasi-asosiasi hukum, 

asosiasi lain seperti keluarga, gereja, atau badan korporasi dengan atau 

tanpa kepribadian hukum.
31

 

Dilain pihak ada norma-norma hukum tertentu yang khas, yang 

bersifat memaksa seperti hukuman atau pelaksanaan keputusan-keputusan 

perdata. Cara-cara paksaan yang khas ini dikembangkan oleh negara 

pertama untuk menjamin tujuan-tujuan pokok sejak semula, untuk 

menyusun organisasi militer, perpajakan dan administrasi kepolisian. 

Negara sebagai sumber hukum yang pokok, bagi Ehrlich secara historis 

                                                           
30

 Friedmann, Teori, 104. 
31

 Ibid. 
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adalah perkembangan jauh kebelakang, dan negara bagi dia selamanya 

adalah alat masyarakat.
32

 

Pada dasarnya norma hukum selalu diambil dari fakta-fakta sosial 

yang ada dalam keyakinan asosiasi rakyat. Perlindungan oleh negara 

dengan alat-alat paksaan yang khusus adalah tidak perlu, juga kalau 

perlindungan itu diberikan. Badan yang sebenarnya dari ketentuan –

ketentuan hukum selalu didasarkan atas “fakta-fakta hukum” sosial 

(Tatsachen des Rechts).
33

 

Fakta-fakta hukum yang mendasari semua hukum adalah 

kebiasaan, dominasi, pemilikian, dan pernyataan kemauan. Keempat 

faktor dari masing-masing melaksanakan hubungan-hubungan hukum, 

atau melakukan pengawasan, menghalanginya atau tidak 

memberlakukannya, atau melekat pada akibat-akibat hukum baginya 

daripada yang langsung mengikutinya. Dalam seluruh badan norma-

norma hukum, hanya suatu kelompok tertentu yang disebut norma-norma 

keputusan (Entscheindungsnormen), yang dibuat dan tergantung pada 

negara.
34

 

Norma-norma keputusan ini merupakan bagian yang penting dari 

hukum resmi. Tetapi apakah norma-norma itu berkembang menjadi 

norma hukum fundamental (Rechtssatz) tergantung dari luasnya yang 

dibentuk oleh yurisprudensi pengadilan, administrasi, legislatif atau 

                                                           
32

 Ibid. 
33

 Ibid., 105. 
34
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ilmiah, dan berhasil menjadikannya sebagai bagian hukum yang hidup. 

Sedangkan para realis Amerika menempatkan keputusan pengadilan pada 

pusat hukum seperti fungsinya dalam kehidupan, Ehrlich menguranginya 

menjadi menjadi fungsi dengan bnyak batasan-batasan dalam 

hubungannya dengan keseluruhan hukum yang hidup dalam masyarakat. 

Karena proses pengadilan menunjukkan bahwa hukum adalah sebagai 

keadaan perang, bukan keadaan damai, dan hanya sebagian kecil dari 

hukum menemukan jalannya ke pengadilan. Ehrlich melihat bahwa sukar 

untuk menarik garis batas yang tegas antara norma-norma hukum yang 

berbeda. Peraturan untuk menafsirkan merupakan hak para ahli hukum, 

hak-hak istimewa yang dioberikan oleh undang-undang adalah suatu 

hukum resmi. Tiap hukum dapat, tetapi tidak perlu menjadi hukum yang 

hidup.
35

 

Selain itu Ehrlich juga ingin menunjukkan bahwa jurisprudensi 

yang diselenggarakan oleh para ahli hukum adalah semata-mata suatu 

teknik yang bersifat relatif untuk mencapai tujuan praktis. Sementara itu 

jurisprudensi tidak mampu memahami apa-apa kecuali kulit yang paling 

luar dari kenyataan hukum yang efektif.
36

 

Kenyataan bahwa jurisprudensi dogmatis-normatif bukanlah 

suatu ilmu, melainkan suatu teknik yang dipakai  untuk mencapai tujuan 

pengadilan yang bersifat sementara waktu. Seperti telah diketahui bahwa 

                                                           
35

 Ibid. 
36

 Georges Gurvitch, Sosiologi  Hukum (Jakarta: PT Bhatara Niaga Media, 1996), 133. 
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asas-asas yang bersumber pada logika hukum yang tidak berubah 

sesungguhnya hanyalah penyesuaian sejarah.
37

 

Ada tiga postulat logika hukum yang bersifat dogmatis-normatif 

yang ingin dibantah oleh Ehrlich : Pertama, keterikatan hakim pada dalil 

hukum abstrak yang ditetapkan terlebih dahulu merupakan hasil absorbsi 

yang sengaja dari hukum Romawi oleh sekelompok negara Eropa 

Daratan. Maka postulat ini tidak berlaku di negara Anglo Saxon. Di 

bawah lembaga yang sama sekali baru dan dalam berbagai perkara yang 

harus di hadapi oleh hakim, postulat ini telah ditinggalkan. Kedua, 

postulat semua hukum tergantung pada negara hanya diterima mengingat 

kebutuhan negara monarki absolut, dan kemudian beralih ke dalam rezim 

republik. Ketiga, kesatuan monistik dari hukum merupakan suatu teknik 

yang menguntungkan sentralisasi yang berlebihan dari negara, suatu 

prosedur yang secara sadar bersifat khayal dan berdasarkan rasionalisme 

dedutif. Postulat ini bertentangan dengan kenyataan hukum yang hidup.
38

 

Ehrlich ingin keluar dari logika hukum semacam ini kemudian 

beralih pada sosiologi hukum yang bertugas untuk menyingkap 

simbolisme yang kasar dan untuk melukiskan peranannya yang sah 

dengan memperlihatkan asalnya. 

Pada dasarnya hukum hukum bisa berupa hukum abstrak 

(rechtssatze) yang diselenggarakan oleh negara, di bawah peraturan 

                                                           
37

 Ibid. 
38

 Ibid., 134-135. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

42 
 

konkret yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa diantara individu 

dan kelompok, yang pada umumnya diselenggarakan oleh hakim dan 

penasehat hukum. Ada pula hukum yang menguasai masyarakat sebagai 

suatu tata tertib perdamaian ke dalam. Hukum ini yang digunakan sebagai 

dasar untuk segala peraturan hukum dan karena jauh lebih obyektif 

daripada peraturan manapun, dan merupakan tata tertib hukum langsung 

dari masyarakat. Telaah tata tertib ini merupakan tugas yang khas dari 

sosiologi hukum. dengan demikian tata tertib ini dibedakan dengan tegas 

dari jurisprudensi, bukan saja karena metodenya yang benar-benar 

obyektif berdasarkan pengamatan semata, tetapi juga karena sifat dan 

wujud persoalannya. Para ahli hukum lebih pada kajian dan sistematisasi 

lapisan pertama dari kenyataan hukum, yang merupakan permukaannya, 

sedangkan ahli sosiologi hukum pertolah dari lapisan yang paling 

bawahdari kenyataan hukum yaitu tata tertidb yang langsung dari 

masyarakat itu sendiri.
39

 

Dengan demikian sosiologi hukum dengan jelas menciptakan 

tesis bahwa pusat perkembangan hukum dalam zaman kita ini, 

sebagaimana halnya zaman yang lain, tidak harus dicari dalam undang-

undang, jurisprudensi atau, dalam doktrin, lebih umum lagi dalam sistem 

peraturan manapun, melainkan dalam masyarakat itu sendiri. 

                                                           
39
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Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Ehrlich 

membedakan antara hukum yang digunakan untuk menentukan 

keputusan-keputusan dan hukum sebagai peraturan tingkah lakuyang 

dipakai oleh anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. 

Dalam hubungan ini Ehrlich mengajukan konsep hukum yang hidup yang 

masih sering dipakai sampai sekarang. Hukum yang demikian itu tidak 

dapat ditemukan di dalam bahan-bahan hukum formal, melainkan 

diluarnya, di dalam masyarakat sendiri.
40

  

Untuk melihat hukum yang hidup, yang dipakai untuk 

menyelenggarakan proses-proses dalam masyarakat, orang tidak dapat 

hanya memandang kepada bahan-bahan dan dokumen-dokumen formal 

saja, melaikan perlu terjun sendiri ke dalam bidang kehidupan yang 

senyatannya. Untuk mempelajari hukum perkawinan, orang perlu terjun 

dalam kenyataan kehidupan perkawinan dan melihat bagaimana hukum 

perkawinan formal diterima di situ, dalam arti seberapa jauh diikuti, 

dibentuk, kembali, diabaikan dan ditambah-tambah.
41

  

Kekuatan pengaruh Ehrlich terletak pada kemampuannya untuk 

mendorong para ahli hukum mengabaikan cengkraman pemahaman 

hukum secara betul-betul abstrak, dan menarik perhatian mereka kepada 

problem-problem kehidupan sosial yang nyata.
42

   

2. Roscoe Pound 

                                                           
40

 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Aditya Bhakti, 2006), 297. 
41

 Ibid. 
42

 Ibid. 
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Roscoe Pound dilahirkan pada 1870 di Lincoln, Nebraska. Putra 

dari Stephen Bosworth Pound dan Laura Pound, dikenal sebagai tokoh 

pendidik terkenal dan penulis. Pound awalnya belajar botani di 

Universitas Nebraska. Ia meraih gelar M.A pada 1888. Setelah 

menyelesaikan studinya, ia pergi ke Harvard untuk belajar hukum selama 

setahun. Ia kemudian kembali ke Nebraska, untuk mempraktekkan 

pengetahuan hukumnya dan belajar botani. Pada tahun 1898, Pound 

meraih gelar Ph.D di bidang botani di universitas yang sama.
43

 

Berkat penelitian yang dilakukan oleh Pound, sosiologi hukum 

amerika serikat menemukan ketelitian yang sangat terperinci dan luas. 

Pound adalah pakar tiada tandingan dari mazhab sosiological 

jurisprudence. Pemikiran pound dibentuk dari hasil pertentangan secara 

terus menerus dari masalah-masalah sosiologis (masalah pengawasan 

sosial dan kepentingan sosial), masalah-masalah filsafat (pragmatisme 

serta teori eksperimental tentang nilai-nilai), masalah-masalah sejarah 

hukum (berbagai sifat kemantapan dan keluwesan dalam tipe-tipe sistem 

hukum), dan akhirnya masalah-masalah sifat pekerjaan pengadilan di 

Amerika Serikat (unsur kebijaksanaan administratif dalam proses 

pengadilan). Banyak titik perhatian dan titik tolak yang membantu Pound 

                                                           
43

 Cahyadi, Pengantar, 108. 
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untuk memperluas dan memperjelas perspektif-perspektif dari sosiologi 

hukum.
44

 

Dalam mazhab sosiological jurisprudence yang dikembangkan 

oleh Pound, penelitian tentang hukum didekati dengan pendekatan yang 

mengutamakan tujuan praktis. Seperti yang telah ia jelaskan dalam 

bukunya The Scope an Purpose of Sosiological Jurisprudence, bahwa  

tugas sosiologi hukum adalah :
45

 

1. Menelaah akibat-akibat sosial yang aktual dari lembaga-lembaga 

hukum dan doktrin-doktrin hukum, oleh karena itu lebih memandang 

kepada kerjanya hukum dari pada isinya yang abstrak. 

2. Mengajukan studi sosiologis berkenaan dengannya studi hukum untuk 

mempersiapkan perundang-undangan, dan karena itu menganggap 

hukum sebagai lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha-usaha 

yang bijaksana guna menemukan cara-cara terbaik untuk melanjutkan 

dan membimbing usaha-usaha sedemikian itu. 

3. Mempelajari cara membuat peraturan perundang-undangan yang 

efektif dan menitik beratkan kepada tujuan sosial yang hendak dicapai 

oleh hukum bukan kepada sanksi. 

4. Menelaah sejarah hukum sosiologis yakni tentang akkibat sosial yang 

ditimbulkan oleh doktrin hukum dan bagaimana cara 

menghasilkannya. 

                                                           
44

 Alvin S. Johnson, Sosiologi Hukum (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994),151-152. 
45

 George Gurvitch, Sosiologi Hukum (Jakarta: Bhratara, 1996),142-143. 
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5. Membela apa yang dinamakan pelaksanaan hukum secara adil dan 

mendesak agar ajaran-ajaran hukum harus dianggap sebagai petunjuk 

ke arah hasil yang adil bagi masyarakat dan bukannya sebagai bentuk 

yang tidak dapat berubah. 

6. Meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan yang tersebut di atas agar 

usaha untuk mencapai maksud serta tujuan hukum lebih efektif.       

Dari enam program di atas, ada dua pasal yang berhubungan 

dengan penilaian-penilaian teoritis mengenai kenyataan sosial hukum 

(tentang akibat sosial hukum), dan telaah sosiologis tentang sejarah 

hukum. pasal yang lain adalah penggunaan hasil sosiologi hukum untuk 

pekerjaan seorang hakim atau pembuat undang-undang.
46

 

Beberapa karya Pound yang menyusul karyanya yang pertama 

yaitu A Theory of Social Interest dan The Administration of Justice 

memperkuat kesan tentang konsentrasi perhatian Pound kepada ilmu 

hukum sebagai seni, yang ditafsirkan secara teleologis karena ia mengira 

bahwa hubungan ilmu hukum, sebagai social engineering dengan 

sosiologi dapat diwujudkan sebaik-baiknya oleh tujuan-tujuan sosial yang 

dianut oleh para ahli hukum.
47

 

Penandasan Pound kepada kepentingan-kepentingan sosial, yang 

terkadang dianggap salah sebagai kecenderungan kepada 

keserbamanfaatan sosial suatu pandangan yang selalu ditentangnya secara 

                                                           
46

 Ibid. 
47
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tegas, yang terbukti dengan pertikaiannya dengan Ihering, baginya pada 

hakikatnya hanyalah merupakan suatu metode untuk mengajak 

pengadilan-pengadilan agar memperhatikan kenyataan kelompok-

kelompok sosial yang khusus dan tata tertibnya masing-masing. 

Pertikaian antara kelompok-kelompok hanya dapat diselesaikan dengan 

prosedur-prosedur hukum yang menggabungkan kebijaksanaan 

administratif, hukum tentang pedoman-pedoman yang luwes, dan 

pemakaian peraturan-peraturan hukum adat yang lebih kaku.
48

  

Di dalam karya-karya Pound yang lain ia menegaskan kenisbian 

sosiologis dari teknik-teknik hukum, kategori-kategori hukum, dan 

konsep-konsep hukum. ia melukiskan kenisbian dini dengan menunjuk 

kepada tipe-tipe masyarakat yang menyeluruh dan kepada kekhususan 

tradisi-tradisi kebudayaannya. Demikianlah ia memberi suatu analisis 

sosiologis mengenai tipe-tipe hukum adat inggris dan Amerika yang 

sekarang menjadi klasik. Ia mengemukakan perubahan-perubahan dalam 

konsep-konsep hukum sendiri, sebagai fungsi tipe-tipe masyarakat dan 

sistem-sistem hukum yang bersesuaian. Ia melukiskan berbagai teori 

mengenai hubungan hukum dan moral sebagai fungsi tipe-tipe sosial.
49

 

Mengenai kenisbian konsep-konsep hukum Pound 

mengemukakan tidak kurang dari dua belas gagasan mengenai apa yang 

yang dimaksud dengan hukum. dengan memahami kedua belas gagasan 

                                                           
48

 Johnson, Sosiologi, 153. 
49

 Ibid. 
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hukum itu dapat dipahami perkembangan makna hukum dalam hidup 

bermasayarakat, gagasan-gagasan tersbut ialah : 

1. Hukum dipandang sebagai aturan atau perangkat aturan tentang 

tingkah laku manusia yang ditetapkan oleh kekuasaan yang bersifat 

ilahi. Sebagai contoh adalah Kode Hamurabi yang dipercaya sebagai 

diwahyukan oleh dewa Manu dan hukum Nabi Musa yang 

diwahyukan Allah di gunung Sinai.
50

 Di sini hukum dimaknai sebagai 

wujud campur tangan langsung kekuasaan yang bersifat ilahi terhadap 

kehidupan bermasyarakat. Adanya pemaknaan demikian menunjukkan 

bahwa status naturalis yang menggambarkan keadaan atimistis 

manusia yang digambarkan baik oleh Thomas Hobbes maupun John 

Lock tidak pernah ada. 

2. Hukum dimaknai sebagai tradisi masa lalu yang terbukti berkenan 

bagi para dewa sehingga menuntun manusia untuk mengarungi 

kehidupan dengan selamat.  Bagi masyarakat primitif yang dikelilingi 

oleh kekuatan yang menyeramkan dan dapat mengamuk sewaktu-

waktu, manusia selalu dibayangi ketakutan yang terus menerus 

sehingga tidak berani melanggar kekuatan itu. Secara individual 

maupun kelompok, orang-orang ini berusaha meredakan jangan 

sampai kekuatan dahsyat itu murka. Caranya adalah menetapkan apa 

saja yang boleh dilakukan oleh mereka dengan mengacu kepada 

                                                           
50

 Roscoe pound, Pengantar Filsafat Hukum, terj. Mohamad Radjab (Jakarta: PT. Bhratara Niaga 

Media, 1996), 26. 
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kebiasaan masa lalu mengenai segala sesuatu yang tidak 

diperkenankan oleh para dewa. Hukum dengan demikian dipandang 

sebagai seperangkat aturan moral (Precept) atau disebut juga maxim 

yang dicatat dan dipelihara. Bilamanapun dijumpai seperangkat 

hukum primitif yang dikuasai oleh sekelompok orang yang 

menunjukkan bahwa kelompok itu mempunyai kelas dalam oligarki 

politik, hukum itu dipandang layaknya firman Allah dalam tradisi 

imamat orang Yahudi, tetapi bukan dipandang sebagai wahyu Ilahi 

seperti pada gagasan sebelumnya.
51

 Namun demikian pandangan 

transendental tetap menguasai masyarakat primitif dalam memaknai 

hukum, karena hukum dikaitkan dengan kedahsyatan alam semesta 

yang menakutkan yang dianggap sebagai perbuatan para dewa. 

3. Hukum dimaknai sebagai catatan kearifan orang tua yang telah banyak 

makan garam atau pedoman tingkah laku manusia yang telah 

ditetapkan secara ilahi. Kearifan dan pedoman tingkah laku itu lalu 

dituangkan ke dalam kitab undang-undang primitif. Dalam hal inipun 

hubungan yang bersifat trnasendental masih terasa sehingga dapat 

dipikirkan bahwa kearifan para orang tua tersebut juga merupakan 

suatu yang didapat dari suatu kuasa yang mereka anggap ilahi.
52

 

4. Hukum dipandang sebagai sistem prinsip-prinsip yang ditemukan 

secara filsufis dan prinsip-prinsip itu mengungkapkan hakikat hal-hal 

                                                           
51

 Ibid. 
52

 Ibid., 29 
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yang merupakan pedoman bagi tingkah laku manusia. dalam gagasan 

ini pandangan yang bersifat transendental mulai dilepaskan digantikan 

oleh pandangan yang bersifat metafisis. Akan tetapi sebenarnya 

menurut Pound, gagasan keempat ini merupakan penggabungan 

gagasan kedua dan ketiga yang dilakukan oleh para Juriskonsul
53

 

Romawi. Karya para Juriskonsul adalah pendapat hukum yang 

ditujukan kepada para hakim Kekaisaran Romawi Barat. Pada masa 

itu, yaitu abad kedua sampai abad keempat, nasihat-nasihat hukum 

tersebut dikompilasi dalam buku-buku teks. Oleh karena itulah dapat 

dikemukakan bahwa buku-buku teks tersebut merupakan sesuatu 

seperti kompilasi adjudikasi yang dikembangkan berdasarkan 

penalaran.
54

 

5. Gagasan ini merupakan kelanjutan dari gagasan keempat. Ditangan 

para filsuf, prinsip-prinsip itu ditelaah secara cermat, diintepretasi, dan 

kemudian digunakan. Oleh karena itulah dalam gagasan kelima ini 

hukum diartikan sebagai seperangkat aturan dan pernyataan kode 

moral yang abadi dan tidak dapat berubah.
55

 

6. Hukum dipandang sebagai seperangkat perjanjian yang dibuat oleh 

orang-orang dalam suatu masyarakat yang diorganisasi secara politis. 

Perlu dikemukakan disini bahwa pandangan ini bukan merujuk pada 
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teori-teori spekulatif yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes dan 

John Locke, melainkan merujuk kepada karya plato yang berjudul 

Minos. Pandangan ini menurut Pound merupakan suatu pandangan 

yang bersifat demokratis. Dalam hal ini hukum diidentifikasi sebagai 

undang-undang dan dekrit yang diundangkan dalam negara kota yang 

ada pada zaman Yunani Kuno. Demosthenes menyarankan pandangan 

demikian kepada jury Athena. Dalam teori semacam ini, sangat 

mungkin gagasan yang bersifat filsufis mendukung gagasan politis 

dan menjadikan dasar kewajiban moral yang melekat di dalamnya 

mengenai alasan mengapa perjanjian yang dibuat di dalam dewan 

rakyat harus ditaati.
56

 

7. Hukum dipandang sebagai suatu refleksi pikiran ilahi yang menguasai 

alam semesta. Pandangan ini dikemukakan oleh Thomas Aquinas. 

Sejak saat itu pandangan ini telah sangat berpengaruh. Bahkan 

kemudian terjadi berbagai variasi atas pandangan hukum alam ini.
57

 

8. Hukum dipandang sebagai serangkaian perintah penguasa dalam suatu 

masyarakat yang diorganisasi secara politis. Berdasarkan perintah 

itulah manusia bertingkah laku tanpa perlu mempertanyakan atas 

dasar apakah perintah itu diberikan. Pandangan demikian 

dikemukakan oleh yuris Romawi dan masa klasik. Tidak dapat 

disangkal bahwa pandangan itu hanya mengakui hukum positif, yaitu 
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hukum yang dibuat oleh penguasa sebagai hukum. sebagaimana 

hukum Romawi yang telah menjadi acuan hukum barat sebenarnya 

bersumber pada Corpus Iuris Civilis hasil kodifikasi Kaisar Yustianus. 

Sebagai seorang kaisar, ia dapat menuangkan kehendaknya menjadi 

berkekuatan hukum. Akan tetapi yang dilakukan Yustianus 

sebenarnya adalah melakukan kompilasi karya para Juriskonsul pada 

masa Kekaisaran Romawi Barat masih jaya. Ternyata pandangan 

hukum merupakan perintah penguasa sesuai dengan pandangan 

hukum para ahli hukum yang aktif mendukung kekuasaan raja di 

Kerajaan Perancis yang tersentralisasi pada abad keenambelas dan 

ketujuhbelas. Para ahli dhukum ini lalu mengundangkannya menjadi 

undang-undang. Hal itu ternyata sesuai dengan dengan pandangan 

supremasi parlemen di Inggris setelah tahun 1688 dan kemudian 

menjadi teori yuristik Inggris ortodoks. Bahkan pandangan dini juga 

sesuai dengan teori supremasi parlemen pada Revolusi Amerika atau 

pengganti teori kedaulatan raja pada Revolusi Perancis.
58

 

9. Hukum dipandang sebagai sistem pedoman yang ditemukan 

berdasarkan pengalaman manusia secara individual akan 

merealisasikan kebebasannya sebanyak mungkin seiring dengan 

kebebasan yang sama yang dimiliki orang lain. Gagasan semacam ini 

dengan berbagai bentuknya dikemukakan oleh mazhab historis. 
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Menurut pandangan F.C. von Savigny, hukum bukanlah dibuat secara 

sengaja, melainkan ditemukan melalui pengalaman manusia. dengan 

demikian pertumbuhannya benar-benar merupakan suatu proses 

organis dan tidak disadari. Proses itu ditentukan oleh gagasan 

mengenai hak dan keadilan atau gagasan mengenai kebebasan yang 

terwujud dalam pengelolaan keadilan oleh manusia atau dalam 

bekerjanya hukum-hukum biologis dan psikologis atau dalam karakter 

ras yang mau tidak mau menghasilkan sistem hukum yang berlaku 

pada suatu waktu tertentu bagi masyarakat yang bersangkutan.
59

 

10. Hukum dipandang sebagai sistem prinsip yang ditemukan secara 

filsufis dan dikembangkan secara rinci melalui tulisan yuristik dan 

putusan pengadilan. Sistem prinsip tersebut digunakan untuk 

mengukur kehidupan lahiriah manusia melalui nalar atau dalam suatu 

fase lain digunakan untuk menyelaraskan kehendak manusia 

sesamanya. Cara berpikir semacam ini muncul pada abad kesembilan 

belas setelah teori hukum alam ditinggalkan dan dikedepankan guna 

memberikan suatu kriteria yang sistematis bagi pengembangan hukum 

secara mendetail.
60

 

11. Hukum dipandang sebagai seperangkat atau suatu sistem aturan yang 

dipaksakan kepada manusia dalam masyarakat oleh sekelompok kelas 

yang berkuasa baik secara sengaja atau tidak untuk meneguhkan 
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kepentingan kelas yang berkuasa tersebut. Pandangan ini merupakan 

suatu pandangan dari segi ekonomi. Pandangan ini kemudian 

mengemuka dalam bentuk positivis-analitis yang menempatkan 

hukum sebagai perintah penguasa. Dasar perintah tersebut pada 

hakikatnya adalah kepentingan ekonomi dari kelas yang berkuasa.
61

 

12. Hukum dipandang sebagai suatu gagasan yang ditimbulkan dari 

prinsip-prinsip ekonomi dan sosial tentang tingkah laku manusia 

dalam masyarakat, ditemukan berdasarkan observasi, dinyatakan 

dalam bentuk petunjuk-petunjuk yang bekerja melalui pengalaman 

manusia mengenai apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat 

dilakukan dalam pelaksanaan keadilan. Pandangan ini merupakan 

suatu pandangan akhir abad kesembilan belas ketika mulai 

dikemukakannya pandangan empiris yang didasarkan pada observasi 

sebagai ganti pandangan yang bersifat metafisis.
62

        

Perubahan-perubahan dalam konsep hukum menegaskan bahwa 

hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Hal ini 

juga membuktikan perkataan Eugen Ehrlich bahwa hukum hidup dan 

berkembang sesuaai dengan perkembangan masyarakat. 

Pound sering menggunakan istilah engineering. Tujuan sosial 

engineering adalah untuk membangun suatu struktur masyarakat 

sedemikian rupa, sehingga secara maksimum dicapai kepuasan akan 
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kebutuhan-kebutuhan, dengan seminimum mungkin benturan dan 

pemborosan. Untuk menggarap lebih lanjut pendapatnya itu, pound 

mengembangkan suatu daftar kepentingan-kepentingan yang dilindungi 

oleh hukum. kepentingan itu dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 

kepentingan-kepentingan umum, kepentingan-kepentingan sosial dan 

kepentingan-kepentingan pribadi.
63

 

Kepentingan-kepentingan umum meliputi kepentingan terhadap 

negara sebagai suatu badan yuridis, kepentingan terhadap negara sebagai 

penjaga dari kepentingan sosial. Sedangkan kepentingan-kepentingan 

perseorangan terdiri dari kepentingan pribadi (fisik, kebebasan kemauan, 

kehormatan, privasi, kepercayaan dan pendapat), kepentingan hubungan 

domestik (orang tua, anak, suami, istri), kepentingan substansi (milik, 

kontrak, usaha, keuntungan, pekerjaan, hubungasn dengan orang). 

Kepentingan sosial meliputi keamanan umum, kemanan dari instirusi-

institusi sosial, moral umum, pengamanan sumber-sumber daya sosial, 

kemajuan sosial, kehidupan individu (pernyataan diri, kesempatan, dan 

kondisi kehidupan).
64

 

Dari klasifikasi tersebut, dapat ditarik dua hal. Pertama, Pound 

mengikuti garis pemikiran yang berasal dari Von Jhering dan Bentham, 

yaitu berupa pendekatan terhadap hukum sebagai jalan ke arah tujuan 

sosial dan sebagai alat dalam perkembangan sosial. Penggolongan 
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kepentingan tersebut sebenarnya dapat pula digolongkan sebagai 

penganut Utilitarianisme sebagai penerus Jhering dan Bentham.
65

 

Kedua, klasifikasi tersebut membantu menjelaskan premis-premis 

hukum, sehingga membuat pembentuk undang-undang, hakim, pengacara 

dan pengajar hukum menyadari akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang 

terkait dalam tiap-tiap persoalan khusus. Dengan perkataan lain klasifikasi 

itu membantu menghubungkan antara prinsip hukum dan praktiknya.    

Pound juga mencoba untuk menyusun nilai-nilai hukum yang 

utama dalam suatu masyarakat yang beradab, yang bersifat relatif, yaitu 

beradab dalam kurun waktu dan tempat tertentu. Pound menyebutkan 

postulat-postulat hukum bagi suatu masyarakat beradab sebagai berikut:
66

 

1. Dalam masyarakat beradab orng harus mampu untuk membuat 

asumsi, bahwa orang lain tidak akan melakukan serangan yang 

disengaja kepadanya. 

2.   Dalam masyarakat beradab orang harus bisa mengasumsikan, bahwa 

mereka bisa menguasai apa yang mereka dapat untuk tujuan-tujuan 

yang menguntungkan dan menggunakannya untuk pemanfaatan 

mereka sendiri, apa yang mereka capai melalui kerja sendiri dan 

dalam rangka tatanan sosial serta ekonomi yang ada. 

                                                           
65

 Darmodiharjo, pokok, 130. 
66

 Ibid., 145. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

57 
 

3. Dalam masyarakat beradab orang harus dapat mengasumsikan bahwa 

orang-orang yang mengadakan hubungan dengan kita dalam lalu lintas 

sosial akan bertindak dengan I’tikad baik. 

4. Dalam masyarakat beradab orang harus dapat mengasumsikan bahwa 

orang ain yang berhubungan dengan kita akan bertingkah laku penuh 

kehati-hatian sehingga tidak menimbulkan kerugian yang tidak perlu. 

3. Benjamin N. Cardozo 

Dilahirkan di New York. Ayahnya Albert dan ibunya Rebecca 

Nathan Cardozo. Keluarganya keturunan Yahudi yang bermigrasi ke 

Amerika pada sekitar 1740-1750, dari portugal melalui Belanda dan 

Inggris. Pada Usia 15 Tahun ia masuk Columbia University, lalu 

bersekolah di Columbia Law School (1889). Setelah mendapat gelar 

sarjana ia membuka praktik hukum di kota New York. Pada tahun 1913 ia 

dipilih sebagai hakim lembaga peradilan, pada puncak karirnya ia 

diangkat menjadi hakim Mahkamah Agung AS oleh Presiden Herbert 

Hoover.
67

 

Seperti sosiologi yang dikembangkan oleh Holmes dan Pound, 

sosiologi hukum Cardozo bertolak dari perenungan tentang perlunya 

memperbarui teknik hukum yang aktual dengan menutup jurang antara 

teknik hukum itu dan kenyataan hukum yang hidup dewasa ini. Cardozo 

memusatkan perhatiannya kepada aktifitas pengadilan-pengadilan. Karya 
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pertamanya yang berjudul The Nature of Judicial Process bertujuan untuk 

menunjukkan bahwa ketidaktetapan yang semakin bertambah oleh 

keputusan pengadilan adalah suatu manifestasi yang tidak dapat dicegah 

dari kenyataan bahwa proses pengadilan bukanlah penemuan melainkan 

penciptaan, penciptaan yang diperhebat oleh situasi sesungguhnya dari 

kehidupan hukum.
68

 

Sosiologi hukum dengan mencari hukum yang hidup sebagai 

sumbernya dalam kehidupan masyarakat sendiri akan dapat menerangkan 

kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh hakim. Hal itu lebih nyata, 

karena kebebasan hakim untuk menjatuhkan keputusan-keputusan secara 

kreatif sangat dibatasi oleh peraturan-peraturan dan undang-undang. 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Cardozo secara terus menerus 

telah melampaui konsepsi tentang hukum, sama halnya seorang hakim 

mendahului intepretasi-intepretasi tentang tujuan-tujuan sosial yang 

diilhami oleh penilaian-penilaian tentang baik buruk.
69

 

Selain itu melalui konsepsi metode sosiologi yang dilengkapi 

dengan metode logika secara analog, dan juga metode tradisi dalam 

proses pengadilan, Cordozo cenderung pada metode teleologikal-

sosiologikal, inilah yang mendorong Cardozo melalui putusan-putusan 

pengadilan mencari yang bertindak sebagai penengah di antara 

pergerakan dan stabilitas yang luar biasa, ketidaktentuan dan keamanan. 
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Dilain pihak, tendensi ke arah penguraian hukum yang bersifat spontan 

dari masyarakat itu sendiri mendorong untuk mengakui bahwa dalam 

kenyataan sosial tidak ada yang mantap, stabil, tidak ada yang mutlak. 

Semua mengalir berubah tanpa henti.
70

 

Cardozo sangat terpengaruh oleh teori-teori ilmu hukum 

sosiologis, yang menekankan pada kepekaan yudisiil terhadap realitas 

sosial. Ia beranggapan bahwa hukum mengikuti perangkat aturan umum 

dan yakin bahwa penganutan terhadap preseden seharusnya merupakan 

aturannya, dan bukan merupakan pengecualian dalam pelaksanaan 

peradilan.
71

  

Namun ia mengemukakan adanya kelonggaran atau keluwesan 

pelaksanaan aturan ketat itu apabila penganutan terhadap preseden tidak 

konsisten dengan rasa keadilan dan kesejahteraan sosial. Ia berpendapat 

bahwa kebutuhan akan kepastian harus diserasikan dengan kebutuhan dan 

kemajuan, sehingga doktrin preseden tidak dianggap sebagai kebenaran 

mutlak dan abadi. Tampak dari pendapatnya bahwa dalam kegiatannya, 

hakim wajib mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat dan 

menyesuaikan putusan dengan kepentingan umum.
72

   

Cardozo beranggapan, berbagai kekuatan sosial mempunyai 

pengaruh instrumental terhadap pembentukan hukum, sperti, logika, 

sejarah, adat istiadat, kegunaan dan standar moralitas yang telah diakui. 
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Menurutnya perkembangan hukum hukum sebagai gejala sejarah 

ditentukan oleh perubahan-perubahan dalam masyarakat, serta pandangan 

masyarakat mengenai adat istiadat dan standar moralitas. Ia beranggapan, 

para hakim dan legislator harus senantiasa mempertimbangkan kondisi-

kondisi sosial serta masalah-masalah sosial dalam pembentukan hukum.
73

 

Prinsip-prinsip sosiologi menurut Cardozo harus dipergunakan, 

agar hukum selalu serasi dengan kebutuhan-kebutuhan sosial dan cita-cita 

tertib sosial. Bagi Cardozo, hukum harus menyesuaikan diri dengan 

perubahan-perubahan masyarakat, sedangkan legislator harus 

mendapatkan pengetahuan mengenai perubahan dari pengalaman serta 

studi terhadap kehidupan maupun percerminannya.
74

  

C. Hukum dan Perubahan Sosial 

Apabila berbicara mengenai hukum dan perubahan sosial, maka 

relevansi masalah yag dikajinya itu ditentukan oleh dua hal, yaitu:
75

 

1. Berhubungan denagn fungsi hukum sebagai lembaga atau mekanisme 

untuk menertibkan masyarakat, dan 

2. Berhubungan dengan masalah perubahan sosial yang nampaknya sutau 

proses yang menjadi ciri masyrakat di dunia pada abad sekarang ini. 

Maka pembicaraan mengenai hukum dan perubahan sosial akan 

berkisar pada pengkajian tentang bagaimana hukum yang bertugas untuk 
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menertibkan masyarakat dapat bersaing denagn perubahan sosial itu. 

Beberapa variabel yang mendorong timbulnya perubahan sosial, diantaranya 

adalah:
76

 

1. Variabel fisik, biologi dan demografi; 

2. Variabel teknologi; 

3. Variabel ideologi 

Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan 

kemampuan penyediaan fasilitas-fasilitas guna melayaninya mendorong 

perlunya dilakukan reorganisasi kehidupan sosial atau kelembagaannya. 

Semakin banyaknya penggunaan teknologi modern, maka manusia 

dihadapkan pada keharusan-keharusan untuk melakukan penyesuaian-

penyesuaia, sekedar teknologi itu dapat menjalankan fungsinya denagn 

semestinya di dalam masyarakat. Variabel ideolog juga biasanya dipandang 

sangat penting, karena bagaimanapun penilaian orang mengenai manfaat yang 

dapat diberikan oleh teknologi modern misalnya, namun apabila masyarakat 

tidak tergerak pikirannya untuk melakukan impor teknologi tersebut, maka 

perubahan-perubahan sosial pun tentu saja tidak akan terjadi.
77

 

Sebagimana di atas telah disinggung, maka perubahan sosial 

merupakan ciri masyarakat modern dewasa ini, yang tidak lain mengandung 

arti bekerjanya ketiga variabel itu didalam masyarakat kita sekarang inicukup 

berarti atau intensif. Keadaan demikian pada gilirannya menimbulkan 
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perubahan-perubahan sosial, besar atau kecil, yang harus ditangani oleh 

hukum. oleh sebab itu, dapat diperkirakan tugas-tugas yang harus dijalankan 

oleh hukum tidaklah sesederhana seperti pada abad-abad yang lalu, pada saat 

perubahan sosial belum berjalan seintensif sekarang ini. 

A. Fungsi hukum 

Untuk dapat memastikan mengenai adanya hubungan antara 

hukum dan perubahan sosial kiranya perlu diperhatikan tentang 

bagaimana hukum berkait pada msyarakat. Berikut ini adalah fungsi 

yang dijalankan hukum di dalam masyarakat. Dua macam fungsi yang 

berdampingan dalah fungsi hukum sebagai sarana pengendali atau 

kontrol sosial, dan hukum sebagai sarana untuk melakukan social 

engineering.
78

  

Kalau fungsi hukum dilihat sebagai sarana pengendalian sosial, 

maka kita akan melihat hukum menjalankan tugas untuk 

mempertahankan suatu tertib atau pola kehidupan yang telah ada. 

Hukum di sini sekedar menjaga agar setiap orang menjalankan perannya 

sebagaimana telah ditentukan,  atau sebagaimana telah diharapkan. 

Peran apakah yang harus ia jalankan ditentukan oleh sistem sosial yang 

belaku.
79

 

Apabila setiap anggota masyarakat menjalankan peranannya 

sebagaimana ditentukan oleh sistem sosial itu, masyarakat akan berjalan 
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dengan baik. Maka tugas hukumlah untuk menjaga agar peranan itu 

dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tugas ini dapat ditunaikan dengan 

cara yang bermacam-macam, mulai dari dorongan diberi upah sampai 

pengenaan pidana. 

Garis besarnya fungsi hukum apabila dilihat dari sarana 

pengendalian sosial. Perubahan sosial yang terjadi akan berpengaruh 

pula terhadap bekerjanya mekanisme pengendalian sosial. Hal ini akan 

timbul apabila terjadi suatu perubahan  di dalam pola hubungan di dalam 

bidang-bidang tertentu secara substansial.  

Berbeda dengan fungsi hukum sebagai pengendali sosial, hukum 

sebagai social engineering lebih bersifat dinamis. Yaitu hukum 

diguanakan sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan 

dalam masyarakat. Jadi dalam hal ini, hukum tidak sekedar meneguhkan 

pola-pola yang memang sudah ada di dalam masyarakat untuk 

meciptakan hal-hal atau hubungan-hubungan yang baru.
80

 

Perubahan ini hendak dicapai dengan memanipulasi keputusan-

keputusan yang akan diambil oleh individu-individu dan 

mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki. Manipulasi ini 

dapat digunakan dengan berbagai macam cara. Misalnya dengan 

memberikan ancaman pidana, insentif, dan sebagainya. Hubungan 

hukum dengan perubahan sosial adalah jelas sekali, karena hukum disini 
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justru dipanggil untuk mendatangkan perubahan-perubahan di dalam 

masyarakat.
81

 

Suatu deskripsi lain yang dapat memperlihatkan adanya 

perkaitan yang erat antara hukum dan masyarakat dapat dilihat dari 

uraian Harry C. Bredemeier yang melihat hukum sebagai suatu 

mekanisme pengintegrasi. Dengan mendasarkan pada teori sistem sosial 

dari Talcott Parsons dimana suatu sistem sosial terurai dalam sub sistem 

dan sistem sub-sub, maka Bredemeier melihat lembaga hukum terkait 

erat pada sektor-sektor lain kehidupan masyarakat. Dalam hubungan ini 

ia menyebut ada empat proses utama yang bekerja dalam masyarakat, 

yaitu:
82

 

1. Proses adaptasi, meliputi ekonomi, penggunaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

2. Proses penetapan tujuan atau pengambilan keputusan yang meliputi 

sistem politik. 

3. Proses mempertahankan pola’masyarakat yang meliputi sosialisasi. 

4. Proses integrasi yang dilakukan oleh hukum. 

Hukum yang bekerja sebagai mekanisme pengintegrasi 

memperoleh inputnya dari ketiga sistem sub yang lain tersebut. Sebagai 
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gantinya maka hukum memberikan outputnya pula kepada mereka, 

sebagaimana diigambarkan oleh bagan berikut: 
83

 

 Proses Input ke hukum Output dari hukum 

1 Adaptasi Ilmu pengetahuan, 

Teknologi, ekonomi 

Organisasi Struktur 

2 Penetapan Tujuan Keputusan Politik Legitimasi 

Intepretasi 

3 Mempertahankan 

Pola Masyarakat 

Konflik penghargaan 

terhadap Lembaga 

Pengadilan 

Penyelesaian 

Perkara keadilan 

   

Dari hal-hal yang diuraikan di atas cukup jelas bahwa hukum 

terkait erat dengan proses-proses lain yang bekerja di dalam masyarakat. 

Dengan demikian, perubahan sub-sub di luar hukum itu pada akhirnya 

akan memberikan pengaruh juga kepada hukum. makna pengaruh di sini 

adalah bagaimanapun hukum itu harus dapat mengakomodasikan 

perubahan-perubahan yang terjadi. 

Pengakomodasian itu bisa terjadi dengan mudah atau tidak, atau 

bahkan tidak dapat diakomodasikan sama sekali. Dalam hal tersebut, 

maka dikatakan telah terjadi suatu breakdown dalam proses interchanges 

di antara proses-proses tersebut. Untuk lebih memahamkan terkait 
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hukum pada materi yang diaturnya, berikut ini akan diberikan beberapa 

perincian mengenai apa yang secara teknis dilakukan oleh hukum:
84

 

1. Hukum memberikan prediktabilitas dalam hubungan-hubungan di 

dalam masyarakat. Semakin tinggi prediktabilitas yang dapat 

diberikan oleh dhukum, semakin tinggi pula nilai kepastian hukum 

itu terselenggara di dalam masyarakat. 

2. Hukum memberi definisi sehingga mengurangi kesimpangsiuran dan 

kesalahpahaman yang mungkin terjadi disebabkan tidak adanya 

pegangan yang dapat diketahui setiap orang.  

3. Hukum memberikan jaminan keteraturan dalam cara-cara hubungan-

hubungan dijalankan dimasyarakat, yaitu dengan menegaskan 

prosedur yang harus dilalui. 

4. Hukum mengkodifikasikan tujuan-tujuan lyang ditentukan atau 

dipilih. Di dalam masa pembangunan atau perubahan sosial 

kemampuan teknis hukum untuk mengkodifikasikan tujuan menjadi 

semakin penting, karena pembangunan mengahsilkan berbagai 

maccam tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang 

bersamaan. Dengan melakukan kodifikasi maka tujuan yang ingin 

dicapai menjadi jelas. Sebaliknya tujuan yang kabur pastilah tiak 

akan membantu kearah pencapaian dengan memuaskan. 
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5. Hukum memberikan kemungkinan pada orang-orang untuk 

menyesuaikan diri pada perubahan-perubahan. Tapi fasilitas 

akomodasi ini maka warga masyarakat dapat mengalami kerugian-

kerugian yang sesungguhnya dapat diatasi apabila hukum dibiarkan 

menjalankan akomodasi itu. Dalam suasana perubahan sosial pasti 

akan tampak sekali peranan dari pekerjaan teknis ini untuk 

mengurangi goncangan-goncangan yang diakibatkan oleh perubahan 

tersebut. 

Dari penjelasan teknis kemapuan hukum tersebut dapat 

diketahui dua hal, yaitu : pertama, hukum sesungguhnya memang 

dipersiapkan sebagai suatu sarana untuk menangani proses-proses di 

dalam masyarakat, termasuk di dalamnya proses perubahan. 

Kemampuan teknis ini merupakan bagian dari eksistensi hukum itu 

sendiri yang harus mampu untuk menyalurkan proses-proses itu secara 

tertib dan teratur. Kedua, adanya potensi pada hukum untuk mampu 

menangani proses-proses perubahan di dalam masyarakat.      

B.   Aspek-Aspek Perubahan Sosial yang Berhubungan dengan Perubahan 

Hukum 

Untuk dapat mengetahui lebih seksama mengenai pengaruh 

perubahan sosial terhadap hukum. berikut ini akan dijelaskan beberapa 

aspek perubahan sosial tersebut. Pembicaraan mengenai aspek-aspek 

tersebut direncanakan untuk meliputi masalah irama, jangkauan, serta 
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faktor-fator perubahan sosial, kemudia pembicaraan tentang proses 

diferensiasi sosial.
85

 

Untuk pembahasan yang pertama, perubahan sosial 

berhubungan dengan masalah waktu. Secara sederhana dapat dikatakan, 

perubahan sosial tidak timbul dengan serta mertabegitu saja, melainkan 

proses kejadiannya sudah bisa diikuti sejak lama sebelumnya. 

Sehubungan dengan proses terjadinya perubahan sosial tersebut, maka 

untuk dapat mengamati masalah secara lebih seksama, perubahan sosial 

dibedakan dalam hal iramanya sebagai berikut: pertama, perubahan yang 

beringsut, yaitu perubahan yang memberikan tambahan-tambahan pada 

keadaan semula tetapi tanpa mengadakan perubahan dalam substansi 

maupun struktur. Kedua, perubahan yang luas dan serba meliputi yang 

jangkauannya lebih luas dari perubahan beringsut. Ketiga, perubahan 

revolusioner yang meliputi penggantian suatu tipe norma secara 

menyeluruh oleh orang lain dan merupakan penolakan terhadap pola 

tingkah laku yang lama.
86

 

Sedangkan jangkauan perubahan sosial menyangkut seberapa 

banyak jumlah orang –orang yang mengalami perubahan dalam norma 

tingkah lakunya dan bagaimanakah tingkat penerobosan suatu 

perubahan. Ada tiga penggolongan perubahan, yaitu perubahann-

perubahan norma-norma individual, kelompok, dan masyarakat. 
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Perubahan jenis pertama meliputi perubahan dalam tingkah laku 

individual, yang sekalipun tampak sebagai suatu perubahan yang 

berpola, namun belum dapat diartikan seccara tepat sebagai perubahan 

dalam norma tingkah laku. Perubahan dalam norma-norma kelompok 

terjadi pada satuan yang dimuka dikenali sebagai sistem politik. 

Perubahan jenis ketiga adalah perubahan yang paling fundamental 

sifatnya oleh karena ia meliputi prubahan dalam nilai-nilai atau norma-

norma dasar suatu masyarakat.
87

 

Pembicaraan berikutnya adalah pada faktor-faktor yang bisa 

dikenali dalam hubungannya dengan awal perubahan sosial. Adapun 

faktor-faktor tersebut adalah kependudukan, habitat fisik, teknologi, dan 

struktur-struktur masyarakat serta kebudayaan.
88

 

1. Kependudukan 

Faktor kependudukan lazim dihubungkan dengan kemampuan 

suatu masyarakat untuk mengembangkan dirinya. Masyarakat dengan 

jumlah penduduk yang kecil cenderung untuk bersifat stabil. Keadaan 

tersebut ingin diterangkan dari sudut kemampuan masyarakat untuk 

melakukan pembagian kerja, suatu cara untuk mengorganisasi masyarakat 

yang biasa dikenali sebagai pendorong ke arah kemajuan masyarakat. 

Berdasarkan keadaan tersebut, maka perubahan dalam jumlah penduduk 

memungkinkan suatu masyarakat melakukan pembagian kerja dengan 
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baik. Jumlah penduduk kecil juga dihubungkan dengan kurangnya 

kemampuan masyarakat untuk melakukan pembaharuan. Semakin kecil 

jumlah penduduk maka semakin sedikit pula warisan sosial yang dipunyai 

oleh masyarakat dan keadaan tersebut mengurangi kemungkinan untuk 

melakukan sintese-sintese  dari berbagai unsur yang ditinggalkan oleh 

warisan sosial tersebut. Semakin sintese yang dilakukan maka semakin 

banyak pula pembaharuan yang dilakukan.
89

 

Pertambahan jumlah penduduk juga mempengaruhi pola-pola 

tingkah laku anggota masyarakat. Di Indonesia, pertambahan penduduk 

yang besar di jawa mendorong dilakukannya pemindahan penduduk dari 

daerah tersebut ke luar jawa. Pemindahan ini menyebabkan timbulnya 

perubahan-perubahan di daerah tempat pemukiman yang baru, baik bagi 

masyarakat yang menerima maupun para pendatang baru.      

2. Habitat fisik 

Habitat fisik hanya memberikan kecenderungan untuk lebih 

banyak memberikan peranan pasif dalam perubahan sosial. Lingkungan 

fisik ini diterima hanya sebagai faktor pembatas bagi kemungkinan-

kemungkinan karya manusia. Jika dikatakan habitat fisik sebagai faktor 

pembatas, maka orang tentunya sudah dapat menduga betapa besar 

peranan yang dimainkan oleh perubahannya dalam rangka timbulnya 

perubahan sosial. Peranan habitat fisik ini dalam perubahan sosial diakui 
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sangat lambat dan berada diluar pengamatan manusia. sekalipun 

demikian, perubahan dalam lingkungan fisik ini bisa saja dipercepat dan 

pada gilirannya akan menggerakkan perubahan sosial juga.
90

 

3. Teknologi 

Teknologi merupakan faktor yang sangat nyata peranannya 

dalam hubungan dengan perubahan sosial, namun demikian tidak 

menimbulkan kesefahaman mengenai kemampuannya yang sebenarnya 

untuk menimbulkan perubahan sosial itu, yaitun tentang apakah 

perubahan sosial benar-benar sumbernya layak dikembalikan pada 

penggunaan teknologi.
91

   

4. Struktur masyarakat dan kebudayaan 

Struktur yang dipunyai masyarakat serta juga struktur 

kebudayaannya mempunyai hubungannya sendiri yang erat denagn 

perubahan sosial. Sekalipun tidak sehebat teknologi, namun kita tidak 

dapat memikirkan terjadinya perubahan sosial dengan mengabaikan kedua 

faktor tersebut di atas.  

Struktur masyarakat ini pertama-tama menyinggung maslaah 

kecepatan dari perubahan sosial. Suatu massyarakat yang menaruh 

perhatian yang besar terhadap peranan dan kekuasaan orang-orang tua 

tidak mendorong terjadinya perubahan sosial yang tinggi. Demikian pula 

dengan masyarakat yang menekankan pada unsur kesamaan dan yang 
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mendidik anggota-anggotanya untuk memberikan tempat yang besar bagi 

kehidupan masyarakat dalam diri masing-masing. Faktor-faktor yang 

sedangan kita bicarakan ini berhubungan erat pula dengan sikap-sikap 

serta nilai-nilai yang dihayati oleh anggota-angota masyarakat. 

Keterbukaan terhadap perubahan, terhadap pikiran-pikiran serta 

penemuan-penemuan baru jelas akan memberikan pencirian kepada suatu 

masyarakat yang bersedia untuk mengalami perubahan sosial yang 

tinggi.
92
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